PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI

Menimbang:

Mengingat :

TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN NEGERI RANAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa jumlah perkaratindak pidana di bidang perikanan di Kepulauan
Riau khususnya di wilayah Tanjung Pinang dan Ranai semakin
meningkat;

bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, pembentukan pengadilan perikanan dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, dipandang
perlu membentuk Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranali;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1985 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3316),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran
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Menetapkan :

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN
PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG
DAN PENGADILAN NEGERI RANAL.

Pasal 1
Membentuk Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan
Umum pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri
Ranai.

Pasal 2
Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana di bidang perikanan
pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan
Pengadilan Negeri Ranal.

Pasal 3
(1) Daerah hukum Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung
Pinang meliputi wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
(2) Daerah hukum Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ranai
meliputi wilayah Pengadilan Negeri Ranal.

Pasal 4
Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang
memeriksa dan memutus tindak pidana perikanan yang dilakukan di daerah
hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal5
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan
sarana dan prasarana Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai dibebankan pada anggaran
Mahkamah Agung.

Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 17 Juni 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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